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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

1.

a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2), ayat (3), dan ayat (7)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan ditetapkan bahwa luran lzin Usaha
Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dikenakan kepada pemegang
1zin usaha pemanfaatan hutan berdasarkan luas hutan yang
diberikan dalam izin dan dipungut sekali pada saat izin
usaha pemanfaatan hutan diberikan;

bahwa dalam rangka percepatan peningkatan penerimaan
negara bukan pagjak (PNBP) berupa IIlUPH dan dalam
rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan
tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran
luran 1zin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produks.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pgak (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3759);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetgpan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844),

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis
Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pgak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3694), sebagamanatelah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
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Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pgjak Yang Berlaku
Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6767), sebagamana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3914);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesa Nomor 4696) sebagamana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4814);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisass dan Tugas Eselon | Kementrian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20
Tahun 2008;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian
Negara;

Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor
700/Kpts-11/1999 Tentang Penetapan Kembali Besarnya
luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Untuk Seluruh
Indonesig;
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13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 109/KMY .06/2004
tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan
Pagak Yang Berasa Dari Sumber Daya Alam Sektor
K ehutanan;,

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-11/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan,
sebagaimana telah bebergpa kali diubah terakhir dengan
Nomor P.64/Menhut-11/2008 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-11/2008
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pemegang
|zin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA

CARA PENGENAAN, PENAGIHAN, DAN
PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN
HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Hutan Negara adal ah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak
atas tanah.

Hutan Hak/Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang telah
dibebani hak atas tanah.

Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami
yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta
alam lingkungannya.

Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan
tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri
kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produks dengan
menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku.

Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan
tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat
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untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan
menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya
hutan.

Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR
adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan
merehabilitas lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk
memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungs lahan dan hutan
dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas, dan peranannya
sebagal sistem penyangga kehidupan.

luran |zin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produks yang selanjutnya
disingkat [lTUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin
usaha pemanfaatan hutan pada hutan produks atas suatu kawasan hutan
tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.

|zin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IUPH adalah izin
yang diterbitkan oleh pgabat yang berwenang yang terdiri dari 1zin Usaha
Pemanfaatan Kawasan (IUPK), 1zin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
(TUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu
(ITUPHHK/BK), pada areal hutan yang telah ditentukan.

Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan yang selanjutnya disebut
Pemegang |zin adalah Badan Usaha, Koperasi, atau perorangan yang diberi
1zin usaha di bidang pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada angka
8.

|zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat
IUPHHK dan atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang
selanjutnya disingkat IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dalam hutan
alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan,
pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

IUPHHK dan atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang
diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan
kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan
lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.

|zin Usaha Pemanfaatan Kawasan yang selanjutnya disingkat |UPK adalah
1zin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung
dan atau hutan produksi.


http://www.djpp.depkumham.go.id

